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PADANG, HALIIAN - Dari hasil pemerik-
saan sepanjang 2018, Badan Perneriksa
Keuangan (BPK) PenvakiJan Sumbar berhasil

r menlelamatkan uang negera sebesar Rp13,9
miliar, di mana Rp2,5 rniliar berupa penye-
rahan aset dan penyetoran ke kas Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar).

Kepala Sub Auditorat Sumbar I BPK
Perwakilan Sumbar, Indria Syzinia menga-
takan, terdapat sebanyak sembilan temuan
di lingkungan Pemprov Sumbar selama 2018
yang dinilai melanggar kepatuhan terhadap
ketentuan peratufan perundang-undangan.
.Pertama, 

kelebihan pembayaran tunjangan
kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 29
Organis4si Perangkat Daerah (OPD) sebesar
Rp8l5 juta.

"Lalu yang kedua, pertanggungjawaban
belaqja perjalanan dinas di tiga OPD sebesar
Rp143 juta yang tidak sesuai fakta. Ketiga,
pertanggungjawaban belanja pemeliharaan
pada Sekretariat DPRD tidak sesuai fakta
sebesar Rp31 juta. Keernpat, kelebihan
pembayaran dan pemborosan belanja makan
dan minum sebesar Rp32juta pada dua Badan
Layanan UmumDaerrh (BLUD) rumah sakit,"
kata Indria kepada Huluan. Selasa (22ll).
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Ia melanjutkan, temuan yang

kelima berupa pertanggungjawa-
ban belanja bahan pakai habi,s
pada limp OPD tidak sesuai t'a,kira

sebesm Rp23 juta. Keenam. kele-
bihan pernbayaran biaya langsung
non-personel peke{aan jasa kon-
sultasi pada tiga OPD sebesar
Rp105 juta. Ketujuh, kelebihan
pembayarari atas belanja modal
peralatan dan mesln pada dua
OPD sebesar Rp22 juta.

Kemudian yang kedelapan,
kelebihan pembayaran sebesar
Rp502 juta, denda keterlambatan
sebesar Rpl.3 miliar, dan pembo-
rosan sebesar Rp178 juta atas
belanja modal gedung dan bangu-
nan di lima OPD. Terakhir, kelebi-
han pembayaran dan potensi
kelebihan pembayaran Rp263

jirta, serta denda keterlambatan
sebesar Rp837 juta atas-belanja
modal jalan, irigasi Pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) Sumbar.

"Dari data audit kami di
satuan kerja Pemprov Suinbar per
21 Desember 2018, ditemukan
sekitar Rp4 mi]iar uang daerah
yang disalahgunakan. Namun,
baru sekit'ar Rp2,5 mili'ar yang
dikembalikan ke kas daerah.
Kendati demikian; perlu digaris-
bawahi juga bahwa ini data bulan
Desember. Bisa jadi sekarang
sudah dibayarkan. Kalau itu me-
mang datanya belum kami him-

'pun," katanya l4gi.
Di sisi lain, Niamemuji bebe-

rapa satuan kerja OPD Pemprov
Sumbar yang cepat tangggp dan

segera mengembplikan uang
daerah begitu merima hasil audit
dari BPK. Hanya saJa, iamengakui
bahwa BPK Sumbar agak kesuli-
tan saat harus berhadapan dengan
pengembalian denda yang meru-
pakan imbas dari korrtrak dengan
pihali ketiga.
. "Secarakesel$ruhan,rekomen-
dasi karni untuk kesembilan te-
muan tersebut ialah dengan me-
ngembalikannya ke kas daerah.
Kata kuncinya adalah tidak sesuai
fakta, kelebihan, dan belum diba-
yar. Kalau ada kata-kata tersebut,
maka wajib bagi instansi yang
berkaitan untuk mengenrbalikan.
Kecuali kalau temuannya berupa
pemborosan. N4h, itu tidak ada
rekomendasi untuk mengemba-
likannya," ujarnya. (h/mg-dan)


